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Sejumliah...

Terkait pengusiran se-
jumlah pejabat Pemprov
tersebut, Ketua DPRD
Sumbar, Supardi mengaku
belum mengetahui, sebab
dia mengaku tidak ikut da-
lam pembahasan Pansus
DPRD Sumbar dengan BN-
PBitu. “ Saya tidak ikut, jadi
belum mengetahui adanya
insiden pengusiran itu,”
ungkapnya.

Sementara itu, Wakil
Ketua DPRD Sumbar, Indra
Datuk Rajo Lelo yang juga
ikut dalam rapat pansus
tersebut mengaku tidak
bisa memberikan ketera-
ngan karena pada saat
pembahasan dia terlambat
masuk. “ Soal adanya pe-
ngusiran saya tidak tahu,
karena saya terlambat da-
lam rapat itu,” ungkapnya.

Anggota DPRD Sumbar
Muzli M Nur yang juga
anggota Pansus LHP BPK
terkmt Covid-19 mengakui
adanya sejumlah Pejabat
Pemrov yang disuruh ke-
luar karena mereka tidak
pernah diundang untuk ikut
dalam rapat tersebut.

“Sebenarnya kita tidak
mengusir mereka. Mereka
diminta keluar karena me-
reka tidak diundang dalam
rapatitu. Apalagi ini adalah
tugas Pansus yang sedang
menindaklanjuti LHP Ba-
dan Pemeriksa Keuangan
(BPK) soal program pe-
nanggulangan Covid-19 di
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Sumbar. BPK menemukan
dugaan penvalahgunaan
anggaran Rp 49 miliar,”
beber Muzli M Nur.
Disampaikan Muszli M
Nur, yang diundang dalam
rapat itu hanya BPBD Sum-
bar saja. Tujuan Pansus
melakukan kunjungan ke
BNPB ingin menyandingkan
antara program penanga-
nan Covid 19 secara nasio-
nal dengan program pe-
nanganan Covid 19. fak-
nya Pansus tidak memba-
wa sejunlah pejabat Pem-
prov tersebut, jel i

jangan sampai a
bahwa kehadiran para pe-
jabat OPD itu dianggap
memata-matai kinerja Pa-
nitia Khusus (Pansus) DPRD
Sumbar tentang Laporan
Hasil Pemeriksaan (LHP)
penanganan Covid-19.
Menurutnya, kinerja
Pansus ada yang tidak
boleh diketahui pihak lain.
Apalagi, pejabat tersebut
“Pejabat OPD yang diun-
dang hanya satu, yaitu
Kalaksa BPBD Sumbar. Se-
lebihnya tidak ada diun-
dang Pansus,” kata Muzli.
Namun, Muzli mengang-
gap hal itu adalah misko-
munikasi, sehingga terjadi
insiden tersebut.
Menurutnya, ada bilik-
biliknya, mana yang boleh
diikuti dan tidak dalam ra-
pat itu. Jadi waktu itu me-

mang tidak boleh. “Itu
mungkin miskomunikasi
saja. Tapi yang jelas, ada
kerja kita yang tidak boleh
diketahui dalam Pansus ini.
Namanya saja penyeli-
dikan Pansus,” kata Muzli.
Sementara itu, Wakil
Ketua Pansus, Nofrizon juga
menyampaikan, bahwa
kepala OPD tersebut tidak
diundang Pansus dalam ra-
pat tersebut, namun datang
dan masuk ke ruangan.
“Karena tidak diundang
dan diduga memata-matai,
makanya kita minta mere-
ka keluar ruangan. Ada
Kepala Bakeuda, Inspek-
torat, Dinas Kecchalnn,
Bakeuda dan lainnya,” kata
\«m]/nn
Dalam rapat tersebut,
lanjutnya, Pansus sedang
melakukan konsultasi den-
gan BNPB yang diterima
tiga orang pejabat eselon [
BNPB.
Tak Ada Pengusiran
dan Memata- mahl
Kepala Biro Humas
retariat Daerah Pxownsl
Sumatera Batat Hefdi me-
ngatakan, membantah diu-
sirnya kepala OPD oleh
Pansus DPRD Sumbar saat
melakukan rapat konsul-
tasi dengan BNPB di Jakar-
ta. Menurutnya, kepala
OPD tersebut diundang
oleh Pansus DPRD Sumbar
untuk ikut berkonsultasi .
“Jadi, kepala OPD se-
perti Kepala Inspektorat,
Kepala Dinas Kesehatan,

Kepala BPBD, Kepala Ba-
kzuda, itu berangkat dari
?adang bersama dengan
Pansus DPRD Sumbar. Me-
reka diundang, makanya
ikut. Tidak ada memata-
matai dan tidak mungkin
sampai disana kalau tidak
diundang,” ungkap Hefdi
saat dikonfirmasi warta-
wan, Selasa (23/2).
Dijelaskan Hefdi, sebe-
lum melakukan pertemuan
dengan pejabat eslon [
BNPB, Pansus DPRD Sumbar
bersama Kepala OPD sem-

pat berunding. Dan dige-'

pakatilah Tim Pansus yang

" terlebih dahulumasuk untuk

melakukan rapat konsultasi
dengan BNPB dan setelah
itu baru Kepala OPD.

“Tidak ada pengusiran.
Kepala OPD menunggu di
luar dan Tim Pankus vang
terlebih dahulu bertemu
dengan Deputi di BNPB.
Tidak benar memata-matai,
berangkat ke Jakarta saja
satu pesawat malahan.
Sebelum bertemu dengan
Deputi BNPB, sama-tes
swab dulu,” ungkap Hefdi.

Terkait temuan BPK ter-
sebut, Hefdi menegaskan,
pemerintah provinsi ten-
tunya akan mendukung
penuh Tim Pansus dalam
meninkdalanjuti temuan
BPK. Tentu, pihaknya tidak
akan menututup-nutupi
dan memberikan informasi
apapun kepada Tim Pansus
DPRD Sumbar.

“Kita dari pemprov siap

mendukung kerja Tim Pan-
sus. Pemerintah provinsi
terkait hal yang diminta
kami tidak akan disem-
bunyikan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Rabu (17/
2/), DPRD Provinsi Suma-
tera Barat membentuk Pa-
nitia Khusus (Pansus) Ke-
patuhan atas Penanganan
Covid-19, menindaklanjuti
Laporan Hasil Pemerik-
saan (LHP) Badan Peme-
riksa Keuangan (BPK).

Ketua DPRD Provinsi
Sumbar Supardi menjelas-
kan, DPRD telah menerima
LHP BPK terkait kepatuhan
atas penanganan Covid-19
pada tanggal 29 Desember
2020 lalu.

Supardi menjelaskan,
alokasi anggaran untuk pe-
nanganan Covid-19 pada
tahun 2020 mencapai Rp490
miliar. Dana tersebut ber-
sumber dari pengalihan (re-
focussing) Anggaran Pen-
dapatan dan Belanja Daerah
(APBD) provinsi Sumbar.

“Besarnya anggaran
untuk penanganan Covid-
19 tersebut memaksa untuk
melakukan penggeseran
anggaran sejumlah kegia-
tan melalui refocussing AP-
BD tahun 2020 yang telah
ditetapkan,” kata ’mpardn

Anggaran tersebut di-
gunakan untuk penanga-
nan dampak pandemi Co-
vid-19. Baik untuk sektor
kesehatan, ekonomi mau-
pun sektor lainnya.

“Mengingat besarnya
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Badan Nasional Penanggu dogan Bencana (BNPI

di Iakarta, Semn (22

Anr’garm tersebut, DPRD

dalam fungsi pengawasan
yang dimiliki sangat sering
menyuarakan dan mengi-
ngatkan pemerintah daerah
dan OPD untuk dapat me-
ningkatkan kinerja dalam
penanganan Covid-19 terma-
suk penggunaan anggaran
Sccara‘h'anspm'an, efektif
dan efisien,” papar Supardi.
Sikap kritis DPRD Pro-
vinsi Sumbar tersebut
menjadi perhatian dan ko-
mitmen dari Badan Peme-
riksa Keuangan (BPK) Per-
wakilan Sumbar untuk me-
lakukan pengawasan dan
audit terhadap penggu-
naan anggaran. Baik dari
sisi efektivitas, efisiensi
maupun dari sisi akun-
tabilitas dan kepatuhan
terhadap prosedur serta
ketentuan peraturan per-
undang-undangan.
Supardi melanjutkan,
terkait hal itu pada tanggal
29 Desember BPK Perwa-
kilan Sumbar telah me-
nyampaikan dua LHP ke
DPRD Sumbar. Pertama
adalah LHP Kepatuhan atas
Penanganan Pandemi Co-
vid-19. Kedua adalah LHP
atas Efektivitas Penanga-
nan_Pandemi Covid-19 Bi-
dang Kesehatan tahun 2020
pada pemprov Sumbar dan
instansi terkait lainnya.
“Dalam LHP Kepatu-
han, BPK menyimpulkan
beberapa hal. Diantaranya
adanya indikasi pemahalan
harga pengadaan cairan

pembersih tangan (hand
sanitizer) dan transaksi
pembayaran kepada pe-
nyedia barang dan jasa
vang tidak sesuai dengan
ketentuan dan berpotensi
terjadi penyalahgunaan,”
ungkap Supardi.

Sedangkan dalam LHP
atas Efektivitas Penanga-
nan Pandemi COvid-19 Bi-
dang Kesehatan, menurut
‘modxdi BPK menyimpul-
kan Pemprov Sumbar cu-
kup efektif melakukan pe-
nanganan

Dia menjelaskan, tin-
dak lanjut yang diambil
oleh DPRD berdasarkan
peraturan perundang-un-
dangan, untuk LHP kinerja
adalah melakukan penga-
wasan terhadap tindak
lanjut oleh OPD terkait.

Sedangkan untuk LHP
dengan tujuan tertentu,
termasuk .LHP kepatuhan

atas peraturan perundang-

undangan, maka DPRD
membentuk Pansus. Tu-
gasnya untuk membahas
dan merumuskan tindak
lanjut yang harus dilakukan
oleh pemerintah daerah
dan OPD terkait.
“Sehingga untuk LHP
Kepatuhan atas Penanga-
nan Covid-19 DPRD mem-
bentuk Pansus sementara
untuk LHP Efeklivitas Pena-
nganan Covid-19 Bidang
Kesehatan akan dilakukan
rapat kerja oleh Komisi IV
dan Komisi V dengan OPD
terkait,” ujarnya. (hsb/rgr)




